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Ada KUHP-KUHAP Baru

Komisi Ill DPR Yakin Polrj
Akan Semakin Reformis

Senayan berkeyakinan pemberlakuan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang:
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru akan menjadi
katalisator utama dalam mempercepat reformasi Polr.

KETUA Komisi 111 DER Hahi-
burckhman mengatakan dalam
wakiu slng kat masyarakal sudah
nlal merasaban langseng dam-
pak balk dars KUHP dan K-
HAP baru tersebur. "KUHP dan
FUHAFP baru banyak mengan-
dung nllal-nilas reformis vang
sudah dan &kan terus diimple-
mentasthan oleh Polrl dan para
penegak hukem lainnya,” ujar,
22026).

niohkan beberapa
kasus nyata yvang berhasil disele-
satkan dengan pendekatan refor-
mls. Antara laln, penghentian
perkara gura dl Jambl yang
mencukug rambur muoeldnys dan
kasus Hoge Minaya dalam kasus
penjanthresan £l Sleman, Yogya-
karta. Regulasl haru Ink me-
maksa lnstiusl penegak hukum
untuk mengalibkan orlentasl
dart sekadar hepastian hukum
menuji keadilan yang substantf,

Milai-nlal reformast teesebut
ada dl Pasal 36 KUHP haree. Ini-

i thada pldana tanpe kesengala-
an arau asas dualsis, "Sekarang
orang vang melakubkan pidana
harus dilihat konteks dan mens
rea-fya uniuk dijatuhkan hko-
ma,” tegs politkus Gerlidra Ink.
Selain s da menyiror Pasal
100 KL HAP ban vang mengubah
syaral penahanan darl subjek-
menfadl ohjekilf. Sehingga,
penyidik tidak hisa lagl mena-
han sesenrang tanga buktl adanya
upaya nyata uniuk melankan dicl
atai menghilangkan alat buktl
"Kehadlran advokat dalam
mendampingt saksl dan kewajlh-
an pengaunaan kamera penga-
was saat pemeriksaan juga
menjadl faminan transparansl.”
tandas leglslator asal daerah pe-
milihan [dapll] Jakarta Inl
Drengan prasyaral iU semua,
lanfutnve, reformast Polrl akan
terus berjalan cepal. Dan Ini
Juga memberlkan ruang kepada
warga negara untuk melakukan
pengawasan melalul advokar

Habiburokiran

terhadap kiner|a Polri.

[3la menambahban penguatan
sistent ol membuat pembeniuk-
anlpmbaga pangawas baru tldak
lapt mendesak difakukan. Kare-
na dengan ratusan ribu advokat
dan partislpasi aktll masyarakat,
ditambal penguatan [nternal
mielalul Profesi dan Pengamanan
[Fropam) dan Pengawasan Pe-
nyldikan (Wasidik), optimisme
terhadap wajah ham penegakan
hukum raslonal klan nyata,

LUntuk deu, semua plhak tldak
perlu pusing dan bingurng mem-
Bentuk lembaga pengawas bari.
"Kila punya ratusan [ula orang

wiarda nepara dan leblh 100 ribuy
ddvokat yang akan melakukan
penpawasan dems legakmya hu
kum dan dem| ber|alan cepatnya
refarmasl Polr,') kata dla.

Angpata Komlsl 111 DPR 1
Wayan Sudirta menambahkan,
keherhasilan akselerass ranslar-
masl dan reformasi Polrd sangat
hergantung pada efekilvitas
fungsl pengawasan, Konsep re-
formasl vang telah disusun oleh
Infiabses Polr] tldahabian mencapal
hastl maksimal jika tldak diserial
dengan implamentas pengawas-
anvang ketat di lapangan.

DHa menllal, konsep iransfor-
miasl Poln sudah bagus, karena
terdert dari 35 halaman. Namun
vang menarlk, dark jumlah erse-
hut hanya tiga halaman yang
miemhahas mengenal pengawas-
an. "Padahal bagian Inllah yang
paling banyek dipersoalkan
oleh para ahll dan aktlvis,” ung-
kaprva,

Sudirta menyehul, ada lga
komponen kienel di intemal ke-
polislan vang harus dlperkuar,
valin Inspektorat, Propam, dan
Wasldlh. Penempatan personel
terbalk pada tiga funpsi tersebut
menpakan svarat muotlak agar

reformst kultur sumber daya
manusla (500 dapat berjalan
sesual rencana, *Jangan sampal
|abatan pengawasan hanya men-
Jadi farmalitas,” jelasnya.

Itka ada |abatan tapl tldak
berfungst mengawasl atau us-
i melindungl kesalahan, dla
menglngatkan [angan heran
|ika masyarakar tenis manuaniu
reforimast karend pangawasan
Internalnya mandek.

Selaln hw, la mengusulkan
peaguatan kewenangan Kombsl
Kepolislan Maslonal (Kompol-
nas) agar memllikl fungsi pemye-
lidikan dan penyidikan rerhadap
pelanggaran admenistralll mau-
pun etlka. Hal inl diperiuban
i memberihan efok jera serta
memastikan Polrl bergerak ke
arah vang lebih [deal.

Sudlra meminta antara Pro-
pam dan FEompolnas i saling
melengkapl. Propam beker|a
secara internal, sementara Kom-
piolnas secara aks
sagl ind peran eksternal
dllrasa masll kurang ¥
perlu penguatan kewenargan
Jlka kita ingen penegakan di-
siplin Palrl ntas,” pungkas
pollilkus PINE k. mng
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